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Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan Karunia dan Hidayah-Nya, sehingga buku “Panduan

Perizinan Berusaha Tambak Udang“ ini dapat diselesaikan setelah melalui serangkaian pembahasan dan diskusi dengan

semua stakeholders terkait.

Panduan ini disusun untuk menyamakan pemahaman dan menyatukan persepsi terkait acuan rujukan perizinan usaha tambak

udang yang telah disederhanakan (simplifikasi) sesuai semangat dan amanat UU Cipta Kerja, sehingga dapat tercapai efisiensi

proses sekaligus optimalisasi pelayanan perizinan berusaha tambak udang, memberikan layanan prima kepada pelaku usaha,

serta memberikan kepastian hukum dalam berusaha, sebagai wujud dari penerapan prinsip Good Governance di bidang

perizinan usaha.

Simplifikasi perizinan usaha tambak udang ditujukan untuk memberikan kemudahan berusaha dan investasi melalui penyederhanaan jumlah

perizinan, percepatan proses dan ketepatan waktu serta dilakukan secara online. Buku Panduan ini digunakan sebagai acuan dan referensi utama

bagi semua institusi baik di pusat maupun di daerah, dalam penyelenggaraan tusinya yang terkait dengan pelayanan izin berusaha tambak udang,

dengan mudah, cepat dan tepat, termasuk mewujudkan pembinaan iklim usaha tambak udang yang kondusif.

Akhir kata kami berharap semoga simplifikasi perizinan berusaha tambak udang ini dapat memacu kebangkitan usaha, investasi dan industri udang

nasional yang berdaya saing dan berkelanjutan. Kami sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya bagi segenap pihak yang telah terlibat dan

berkontribusi baik waktu maupun pemikirannya dalam penyusunan panduan ini.

Jakarta, September 2022

Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim

Jodi Mahardi
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Rujukan Peraturan Terkait Usaha Tambak Udang

1 UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2 PP No 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

3 PP No 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah

4 PP No 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan 

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

5 PP No 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang

6 PP No 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan

Hidup

7 PP No 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan

8 PP No 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis PNBP yang berlaku pada KKP

9 PP No 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

10 PP No 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air
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Rujukan Peraturan Terkait Usaha Tambak Udang (2)

1 Peraturan BKPM No 4 tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas

Penanaman Modal

2 Permen KP No 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis

Resiko Sektor Kelautan dan Perikanan

3 Permen KP No 28 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut

4 Permen KP No 35 Tahun 2021 tentang Besaran, Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan Tarif Sampai dengan Nol Rupiah atau

Nol Persen Atas PNBP yang berlaku di KKP

5 Permen ATR/KBPN  No. 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) dan

Sinkronisasi Program  Pemanfaatan Ruang (SPPR)

6 Permen LHK No 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Amdal, UKL-UPL, dan SPPL

7 Permen ESDM No 5 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha 

Berbasis Risiko Sektor ESDM

8 Permen PUPR No 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Perizinan Pengusahaan Sumber Daya Air dan Penggunaan Sumber Daya Air

9 Permen PUPR No 6 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 5



Pembagian Skala Usaha Mikro, Kecil, Menengah
(Sesuai Peraturan Pemerintah No 7 Tahun 2021)

Skala Usaha Mikro

1. Usaha Mikro memiliki modal 

usaha sampai dengan Rp. 1 

Miliar, tidak termasuk tanah dan 

bangunan tempat usaha;

2. Usaha Mikro memiliki hasil

penjualan tahunan sampai

dengan Rp. 2 Miliar

Skala Usaha Kecil

1. Usaha Kecil memiliki modal 

usaha lebih dari Rp. 1 Miliar

sampai dengan Rp. 5 Miliar, 

tidak termasuk tanah dan 

bangunan tempat usaha

2. Usaha Kecil memiliki hasil

penjualan tahunan Lebih dari

Rp. 2 Miliar sampai dengan

Rp. 15 Miliar

Skala Usaha Menengah

1. Usaha Menengah memiliki 

modal usaha lebih dari Rp. 5 

Miliar sampai dengan Rp. 10 

Miliar, tidak termasuk tanah

dan bangunan tempat usaha

2. Usaha Menengah memiliki

hasil penjualan tahunan

lebih dari Rp.15 Miliar sampai

dengan Rp. 50 Miliar
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Tingkat Resiko dan Dokumen Lingkungan
Usaha Tambak Udang

KBLI 03254
Pembesaran

Crustacea 
Air Payau

Skala Usaha 
Mikro dan Kecil

(UMK)

Skala Usaha  
Menengah dan Besar

(Non UMK)

Tingkat Resiko
Menengah Rendah

Tingkat Resiko
Menengah Tinggi

PP No 5 tahun 2021, Lampiran I Sektor KP

≤ 10 ha (SPPL)

500 ha ≥ Luas > 10 ha (UKL-UPL)

Luas > 500 ha (AMDAL) 

Permen LHK No 4 tahun 2021, 

Lampiran I huruf H
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I
PENGATURAN PERIZINAN 

Usaha Mikro Kecil
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1. Nomor Induk Berusaha (NIB)

2. Sertifikat Standar melalui
pernyataan mandiri

1. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan

Ruang (KKPR) Darat. Bagi pelaku

UMK berupa Pernyataan Mandiri

+ KKPR (Laut). Bagi pelaku usaha

yang memanfaatkan ruang laut

2. Persetujuan Lingkungan. Bagi

pelaku UMK dengan luas lahan <10 

Ha berupa Pernyataan Mandiri

Perizinan Berusaha Untuk 
Menunjang Kegiatan Usaha

(PB UMKU)

/ .

Persyaratan Dasar

PERSYARATAN UTAMA

Perizinan Berusaha 
Berbasis Risiko

Perizinan Berusaha Tambak Udang UMK
(Sesuai Peraturan Pemerintah No 5 Tahun 2021)

* PP No 5 Tahun 2021 * PP No 5 Tahun 2021

Keterangan :

Persyaratan Utama adalah

persyaratan yang bersifat

WAJIB untuk dipenuhi sebelum

melakukan kegiatan usaha

secara komersial
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Perizinan Berusaha Tambak Udang UMK (Lanjutan)

PERSYARATAN PENDUKUNG

Persetujuan Bangunan Gedung 
(PBG) melalui SIMBG. Bagi pelaku

usaha pertambakan non tradisional
yang akan melakukan
pembangunan gedung permanen, 

contoh : Gudang Pakan

Tambak Udang TIDAK termasuk bangunan

yang diwajibkan PBG 

Penerapan Cara Budidaya Ikan
yang Baik (CBIB) paling lambat 1 
(satu) tahun sejak self declare

TIDAK memerlukan sertifikasi namun akan 

dibina

Perizinan Berusaha Untuk 
Menunjang Kegiatan Usaha

(PB UMKU)

+

*PermenKP No 10/2021 *PP No 16 tahun 2021

Keterangan :

Persyaratan Pendukung adalah

persyaratan yang bersifat PERLU

untuk dipenuhi, mengikuti kondisi

dan waktu tertentu, sesuai

rujukan aturan yang terkait
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Perizinan Berusaha Tambak Udang UMK (Lanjutan)

PERSYARATAN PELENGKAP

1. BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS 
Kesehatan

2. Wajib Lapor Ketenagakerjaan
bagi Perusahaan (WLKP)

*UU No 24 Tahun 2011 tentang BPJS

*UU No 7 Tahun 1981 tentang WLKP
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Pelaku usaha dapat memenuhi persyaratan BPJS,

untuk perlindungan pekerja serta jaminan

kesehatan, terutama petambak non tradisional

yang memiliki tenaga kerja.

Keterangan :

Persyaratan Pelengkap adalah

persyaratan yang sifat pemenuhannya

tergantung kondisi dan situasi, 

menyesuaikan dengan relevansi

kegiatan berusaha berdasarkan aturan

yang terkaitnya (KONDISIONAL).



Perizinan Berusaha Tambak Udang UMK
(Sesuai Peraturan Pemerintah No 5 Tahun 2021)

KBLI Uraian KBLI Skala 
Usaha

Persyaratan
Perizinan Berusaha1

Kewajiban
Perizinan Berusaha2

Kewenangan Tingkat Risiko dan 
Perizinan Berusaha

03254 Pembesaran

Crustacea Air 

Payau

Usaha 

Mikro Kecil

Tidak ada 1. Laporan Kegiatan

Usaha (6 bulan

sekali); dan

2. Menerapkan prinsip

Cara Budidaya Ikan 

Yang Baik (paling 

lambat 1 tahun

setelah self declare)

*PermenKP 10/ 2021

1. Pemko/Pemkab

untuk lokasi

dalam 1 Kab/Kota

2. Pemprov untuk

lokasi lintas

Kab/Kota dalam 1 

Provinsi

Resiko menengah

rendah

Sertifikat standar

melalui pernyataan

mandiri

Keterangan :

1. Kewajiban Perizinan Berusaha merupakan dokumen tambahan yang perlu dimiliki atau dilakukan oleh pelaku usaha

setelah melakukan kegiatan usaha secara komersial. Jika belum terpenuhi, maka akan dilakukan pembinaan oleh KKP
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II
PENGATURAN PERIZINAN 

Non Usaha Mikro Kecil
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Perizinan Berusaha Tambak Udang Non UMK

1. Nomor Induk Berusaha (NIB)

2. Sertifikat Standar Telah Terverifikasi

1. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan

Ruang (KKPR) Darat + KKPR (Laut). 

Bagi pelaku usaha yang 

memanfaatkan ruang laut

2. Persetujuan Lingkungan.

/ .

Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha 
Berbasis Risiko

* PP No 5 Tahun 2021* PP No 5 Tahun 2021

PERSYARATAN UTAMA

Keterangan :

Persyaratan Utama adalah

persyaratan yang bersifat

WAJIB untuk dipenuhi sebelum

melakukan kegiatan usaha

secara komersial
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Perizinan Berusaha Tambak Udang Non UMK 
(Lanjutan)

Persetujuan Bangunan Gedung 
(PBG) melalui SIMBG. Bagi pelaku
usaha pertambakan yang akan
melakukan pembangunan gedung
permanen, contoh : Gudang Pakan, 

Mess Karyawan. 

Tambak TIDAK termasuk bangunan yang 

diwajibkan PBG 

1. BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS 
Kesehatan

2. Wajib Lapor Ketenagakerjaan
bagi Perusahaan (WLKP)

Sertifikat Cara Budidaya Ikan yang 
Baik (CBIB), paling lambat 1 (satu) 
tahun sejak melaksanakan usaha

Perizinan Berusaha Untuk 
Menunjang Kegiatan Usaha

(PB UMKU)

+

*PermenKP No 10/2021 *PP No 16 tahun 2021

*UU No 24 Tahun 2011 tentang BPJS

*UU No 7 Tahun 1981 tentang WLKP

PERSYARATAN PENDUKUNG

Keterangan :

Persyaratan Pendukung adalah persyaratan yang bersifat PERLU dipenuhi mengikuti kondisi dan waktu

tertentu, sesuai rujukan aturan yang terkait.
15

Wajib dipenuhi pelaku usaha, namun tidak

mempengaruhi proses perizinan berusaha

melalui OSS RBA



Perizinan Berusaha Tambak Udang Non UMK 
(Lanjutan)

Izin Usaha penyediaan tenaga listrik 

untuk kepentingan sendiri (IUPTLS). 
Bagi pelaku usaha yang memiliki genset 

dengan daya di atas 500 kW dalam 1 (satu) 

sistem instalasi. 

Sertifikat Laik Operasi (SLO). Syarat 

operasionalisasi genset (di atas 500 

kW) dan Sertifikat Kompetensi

Perizinan Berusaha Untuk 
Menunjang Kegiatan Usaha

(PB UMKU)

* UU No 30/ 2009

* PP No 5/2021

*PP No 16 tahun 2021

PERSYARATAN PELENGKAP

Izin Pengusahaan Sumber Daya Air 

(IPSDA). Bagi pelaku usaha non pertanian

rakyat (termasuk perikanan tambak rakyat)

yang memanfaatkan sumber daya air 

permukaan (sungai, danau) dengan 

mengubah kondisi alami sumber air dan 

pengambilan air diatas 2 liter/detik/KK

Perizinan Berusaha Untuk 
Menunjang Kegiatan Usaha

(PB UMKU)

*UU No 17/2019

Keterangan :

Persyaratan Pelengkap

adalah persyaratan yang sifat

pemenuhannya tergantung

kondisi dan situasi, 

menyesuaikan dengan

relevansi kegiatan berusaha

berdasarkan aturan yang 

terkaitnya (KONDISIONAL)
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KBLI Uraian KBLI Skala 
Usaha

Persyaratan
Perizinan Berusaha1

Kewajiban
Perizinan
Berusaha2

Kewenangan Tingkat Risiko dan 
Perizinan Berusaha

03254 Pembesaran

Crustacea Air 

Payau

Usaha 

Menengah

dan Besar

1 (satu) Dokumen Rencana

Usaha yang meliputi:

a. Rencana kegiatan

usaha;

b. Rencana tahapan

kegiatan;

c. Rencana teknologi yang 

digunakan;

d. Sarana usaha yang 

dimiliki;

e. Rencana pengadaan

sarana usaha;

f. Rencana volume 

produksi setiap tahapan

kegiatan; dan

g. Rencana pembiayaan.

1. Laporan Kegiatan

Usaha (6 bulan

sekali); dan 

2. Memiliki Sertifikat

Cara Budidaya

Ikan Yang Baik

(paling lambat 1 

tahun sejak

melaksanakan

usaha)

*Permen KP No 

10/2021

1. Pemko/Pemkab

untuk lokasi

dalam 1 

Kab/Kota

2. Pemprov untuk

lokasi Lintas 

Kab/Kota dalam

1 Provinsi

3. Pusat untuk

lokasi Lintas 

Provinsi dan 

PMA

Risiko Menengah

Tinggi

Sertifikat Standar

Terverifikasi

(terbit setelah

persyaratan perizinan

berusaha dipenuhi

dan disetujui oleh 

K/L/D terkait)

Keterangan :

1. Persyaratan Perizinan Berusaha menjadi syarat terbitnya perizinan berusaha berupa Sertifikat Standar dengan status telah

terverifikasi. Jika belum terpenuhi, maka sertifikat standar-nya masih berstatus belum terverifikasi dan kegiatan usaha belum

dapat dilakukan secara komersial

2. Kewajiban Perizinan Berusaha merupakan dokumen tambahan yang perlu dimiliki atau dilakukan oleh pelaku usaha setelah

melakukan kegiatan usaha secara komersial. Jika tidak terpenuhi, maka akan dilakukan pembinaan oleh KKP

Perizinan Berusaha Tambak Udang Non UMK
(Sesuai Peraturan Pemerintah No 5 Tahun 2021)
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Izin Pemanfaatan Air Laut Selain Energi (tidak menjadi bagian pada pengaturan
KBLI 03254 Pembesaran Crustacea Air Payau)

Penyederhanaan Perizinan Berusaha Tambak Udang

P E R S Y A R A T A N  Y A N G  S U D A H  T I D A K D I B U T U H K A N :

1. Izin Pembuangan Limbah B3 (Terintegrasi dengan Persetujuan Lingkungan)
2. Izin Penampungan Limbah B3 (Terintegrasi dengan Persetujuan Lingkungan)

3. Instalasi Pengolahan Limbah Cair (IPLC) / IPAL (Terintegrasi dengan Persetujuan Lingkungan)

4. Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (Terintegrasi dengan KKPR Darat)
5. Izin Operasi Genset (menjadi IUPTLS)

6. Advice Planning

7. Izin lokasi (menjadi KKPR Darat dan Laut)

8. Izin Lingkungan (menjadi Persetujuan Lingkungan)
9. Tanda Daftar Perusahaan
10. Izin Komersial Operasional 

11. Izin Pengaturan Sempadan Pantai (Menjadi pertimbangan KKPR Darat Sesuai RTRW)
12. SIUP Perikanan 
13. SIUP Perdagangan
14. Izin Pengelolaan dan Pemasangan Pipa dan Kabel Bawah Laut
15. Izin Penimbunan dan Penampungan/Penyimpanan Bahan Bakar

16. Surat Izin Pengusahaan/Pengambilan/Pemanfaatan/Pemakaian Air Tanah (SIPA) (Umumnya tambak tidak

membutuhkan penyedotan Air Tanah, namun hanya menggunakan Air Permukaan)

T
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TAHAPAN PERIZINAN VIA OSS 
Untuk UMK dan Non UMK

III
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* : Lokasi laut untuk tambak yang memiliki pemipaan di laut

Alur Proses Perizinan Tambak Udang (KBLI 03254)

20

Perizinan Berusaha
Permohonan Baru / 

Pengembangan

Pendaftaran 
Akun OSS

Pengisian Data 
Proyek KBLI 

(03254)

Persetujuan 
Pemenuhan 
Persyaratan

Pemenuhan 
Persyaratan

NIB dan 
Sertifikat 

Standar belum 
terverifikasi 

Terbit

Persetujuan 
Lingkungan 

dan 
Pernyataan 

Mandiri

UMK / NON 
UMK

Login/Masuk

Persetujuan 
Lingkungan 

dan 
Pernyataan 

Mandiri
UMK Non 

UMK

NIB Terbit dan 
Sertifikat 
Standar

(Pernyataan 
Mandiri)

Lokasi Laut* 
(Jenis kegiatan: 

Pendukung UMKU)

Lokasi Darat 
(Jenis Kegiatan: 

Utama)

Sertifikat 
Standar 
Terverifikasi 
Terbit

Pernyataan 
Mandiri untuk 

KKPR Darat dan 
*PKKPR Laut

Verifikasi 
PKKPR

Darat dan  
*PKKPR 

Laut



UMK
Badan Usaha

(Tingkat Risiko
Menengah Rendah)

Pendaftaran
Akun OSS

Pengisian
Data Pelaku

Usaha

Pengisian
Data 

Usaha

Penerbitan
NIB

1

2

34

Tahapan
Perizinan
Berusaha
via OSS

Pendaftaran
dilakukan di situs 

oss.go.id lewat
menu “Daftar”.

Data utama bagi
pelaku usaha Badan 

Usaha bersumber
dari data 

kependudukan di 
DUKCAPIL & AHU 

ONLINE.

Pelaku usaha menginput data sesuai
kegiatan usaha yang dilakukan

termasuk data KBLI, lokasi usaha, nilai
investasi, tenaga kerja, dan kapasitas

pemasaran/produksi per tahun. 

“ Setelah keseluruhan data 
dan langkah selesai dilakukan
maka NIB akan terbit secara
otomatis & tanpa dipungut
biaya. “ 

Pelaku UMK Badan Usaha

KBLI 03254
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UMK
Orang 

Perseorangan
(Tingkat Risiko

Menengah Rendah)

Pendaftaran
Akun OSS

Pengisian
Data Pelaku

Usaha

Pengisian
Data 

Usaha

Penerbitan
NIB

1

2

34

Pendaftaran
dilakukan di situs 

oss.go.id lewat
menu “Daftar”.

Data utama bagi
pelaku usaha

perorangan
bersumber dari data 

kependudukan di 
DUKCAPIL.

Pelaku usaha menginput data sesuai
kegiatan usaha yang dilakukan

termasuk data KBLI, lokasi usaha, nilai
investasi, tenaga kerja, dan kapasitas

pemasaran/produksi per tahun. 

“ Setelah keseluruhan data 
dan langkah selesai dilakukan
maka NIB akan terbit secara
otomatis & tanpa dipungut
biaya. “ 

Tahapan
Perizinan
Berusaha
via OSS

Pelaku UMK Orang Peseorangan

KBLI 03254

22



2 3 4

Tahapan Perizinan Berusaha via OSS (KBLI 03254) 
P e l a k u U s a h a  N o n  U M K B a d a n  U s a h a

Pendaftaran
Akun OSS

Pengisian Data 
Pelaku Usaha

Pengisian Data 
Kegiatan Usaha

Penerbitan
Nomor Induk
Berusaha
(NIB)

Pemenuhan 
Persyaratan
untuk KBLI 
03254 berupa 1 
(satu) dokumen
Rencana Usaha 
yang meliputi:

1



1. Pendaftaran dilakukan di 
situs oss.go.id lewat menu 
“Daftar”

2. Pilih Skala Usaha Non UMK

3. Pilih jenis pelaku usaha
“Badan Usaha”. Untuk
pelaku Badan Usaha data 
berasal dari AHU Online 
sesuai dengan akta badan 
usaha terakhir. 

4. Pilih jenis Badan Usaha

5. Informasi yang dibutuhkan
a.l:

a. Data identitas Penanggung Jawab 
sesuai NIK dan akta

b. Alamat Email dan/atau Nomor HP 
yang tersambung dengan WhatsApp

c. Akta dan SK Pengesahan akta terakhir

1. Pengajuan NIB pada akun
pelaku usaha dilakukan
melalui menu Perizinan
Berusaha> Permohonan
Baru.

2. Untuk data utama bagi
pelaku usaha badan usaha
bersumber dari data 
kependudukan di DUKCAPIL 
dan Akta dari AHU Online. 

3. Data lain yang  dimintakan
termasuk juga alamat, 
email, telepon, modal 
usaha, NPWP, BPJS 
Ketenagakerjaan, BPJS 
Kesehatan*.

*untuk NPWP, BPJS 
Ketenagakerjaan, dan BPJS 
Kesehatan, isian tidak bersifat
mandatory). 

1. Pelaku usaha menginput
data sesuai kegiatan
usaha yang dilakukan. 

2. Data yang perlu diisikan
pada tahapan ini antara
lain; pemilihan KBLI, 
nama kegiatan usaha, 
data lokasi usaha, nilai
investasi, tanggal siap
beroperasi komersial, 
jumlah tenaga kerja, 
kapasitas
produksi/pemasaran per 
tahun, Persetujuan atas
pernyataan mandiri
terkait Kesesuaian
Kegiatan Pemanfaatan
Ruang dan Persetujuan
Lingkungan. 

Setelah
keseluruhan
data dan 
langkah
selesai
dilakukan
maka NIB 
akan terbit
secara
otomatis & 
tanpa
dipungut
biaya.

SERTIFIKAT CARA 
BUDIDAYA IKAN 
YANG BAIK (CBIB).
(Berdasarkan

Peraturan Menteri 

Kelautan dan 

Perikanan 10/2021)

5

Pengajuan 
Perizinan 
Berusaha  
Untuk 
Mendukung 
Kegiatan 
Usaha 
(PB UMKU)

6

.

a. Rencana kegiatan
usaha;

b. Rencana tahapan
kegiatan;

c. Rencana teknologi
yang digunakan;

d. Sarana usaha yang 
dimiliki;

e. Rencana pengadaan
sarana usaha;

f. Rencana volume 
produksi setiap
tahapan kegiatan; 
dan

g. Rencana pembiayaan.
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2 3 4

Tahapan Perizinan Berusaha via OSS (KBLI 03254) 
P e l a k u U s a h a  N o n  U M K O r a n g  P e r s e o r a n g a n

Pendaftaran
Akun OSS

Pengisian Data 
Pelaku Usaha

Pengisian Data 
Kegiatan Usaha

Penerbitan
Nomor Induk
Berusaha
(NIB)

1



1. Pendaftaran dilakukan di 
situs oss.go.id lewat menu 
“Daftar”

2. Pilih Skala Usaha Non UMK

3. Pilih jenis pelaku usaha
“Perorangan”

4. Informasi yang dibutuhkan
a.l:

a. Data identitas sesuai NIK
b. Alamat Email dan/atau

Nomor HP yang tersambung
dengan WhatsApp

1. Pengajuan NIB pada akun
pelaku usaha dilakukan
melalui menu Perizinan
Berusaha> Permohonan
Baru.

2. Untuk data utama bagi
pelaku usaha perorangan
bersumber dari data 
kependudukan di 
DUKCAPIL.. 

3. Data lain yang  dimintakan
termasuk juga alamat, 
email, telepon, modal 
usaha, NPWP, BPJS 
Ketenagakerjaan, BPJS 
Kesehatan*.

*untuk NPWP, BPJS 
Ketenagakerjaan, dan BPJS 
Kesehatan, isian tidak bersifat
mandatory). 

1. Pelaku usaha menginput
data sesuai kegiatan
usaha yang dilakukan. 

2. Data yang perlu diisikan
pada tahapan ini antara
lain; pemilihan KBLI, 
nama kegiatan usaha, 
data lokasi usaha, nilai
investasi, tanggal siap
beroperasi komersial, 
jumlah tenaga kerja, 
kapasitas
produksi/pemasaran per 
tahun, Persetujuan atas
pernyataan mandiri
terkait Kesesuaian
Kegiatan Pemanfaatan
Ruang dan Persetujuan
Lingkungan. 

Setelah
keseluruhan
data dan 
langkah
selesai
dilakukan
maka NIB 
akan terbit
secara
otomatis & 
tanpa
dipungut
biaya.

SERTIFIKAT CARA 
BUDIDAYA IKAN 
YANG BAIK (CBIB).
(Berdasarkan

Peraturan Menteri 

Kelautan dan 

Perikanan 10/2021)

5

Pengajuan 
Perizinan 
Berusaha  
Untuk 
Mendukung 
Kegiatan 
Usaha 
(PB UMKU)

6

.

a. Rencana kegiatan
usaha;

b. Rencana tahapan
kegiatan;

c. Rencana teknologi
yang digunakan;

d. Sarana usaha yang 
dimiliki;

e. Rencana pengadaan
sarana usaha;

f. Rencana volume 
produksi setiap
tahapan kegiatan; 
dan

g. Rencana pembiayaan.

Pemenuhan 
Persyaratan
untuk KBLI 
03254 berupa 1 
(satu) dokumen
Rencana Usaha 
yang meliputi:
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IV

LAMPIRAN
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IV
LANGKAH PENGURUSAN 

PERIZINAN BERUSAHA 
UMK BADAN USAHA

LAMPIRAN

26



1. Kunjungi https: /oss.go.id/

2. Pilih D A F T A R

3. Pilih S k a l a U s a h a UMK

4. Pilih J e n i s P e l a k u U s a h a B a d a n  U s a h a UMK

5. Lengkapi Formul i r Pendaftaran

6. Masukkan K o d e Verifikasi

7. Lengkapi Formul i r dan buat P a s s w o r d baru

8. Lengkapi Formul i r D a t a P e l a k u Usa ha

9. Pendaftaran berhasi l

10. Cek email yang didaftarkan untuk mengetahui Username dan
Password

11. Akun Pelaku Usaha s iap d i g u n a k a n

1
D e t a i l  L a n g k a h Pengurusan Periz inan Berusaha
P e l a k u U s a h a  U M K  B a d a n  U s a h a

T a h a p P e n d a f t a r a n A k u n O S S
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2
D e t a i l  L a n g k a h Pengurusan Periz inan Berusaha
P e l a k u U s a h a  U M K  B a d a n  U s a h a

● Sistem akan menampilkan data Badan Usaha yang tertarik dari sistem AHU Online
khusus untuk jenis usaha PT, PT Perorangan, CV, Firma, Persekutuan Perdata, dan 
Koperasi.

● Sedangkan data Badan Usaha untuk jenis usaha lainnya harus melalui proses perekaman (isi secara
manual) dalam sistem.

● Data yang harus Anda lengkapi :
1.  Masa Berakhi r Legal i tas
2.  Alamat Badan Usaha 
3.  Kecamatan

4. Kelurahan/Desa
5. RT/RW
6. Kode Pos
7.  Emai l  Badan Usaha
8. NPWP Badan Usaha
9. Nomor Telepon

• Klik tombol Tarik Ulang Data AHU untuk menampilkan data paling terbaru yang terdaftar dalam
sistem AHU Online.

● Sistem akan menampilkan form Tarik Data AHU secara otomatis: 

1. Jenis Perusahaan 
2. Nama Perusahaan 
3. Nomor Identitas

● Periksa kesesuaian data yang tertera, lalu klik tombol Simpan Data. 

● Jika terdapat data yang tidak sesuai, segera hubungi Notaris Anda.

T a h a p P e n g i s i a n D a t a  B a d a n  U s a h a

• Sistem akan menampilkan data 
secara otomatis: 
1. Nama Badan Usaha 

2. Jenis Badan Usaha 
3. Status Badan Hukum 
4. Jangka Waktu 
5. Status Penanaman Modal
6. Provinsi 
7. Kabupaten/Kota 
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3
D e t a i l  L a n g k a h Pengurusan Periz inan Berusaha
P e l a k u U s a h a  U M K  B a d a n  U s a h a

• Sistem akan m e n a m p i l k a n F o r m Pemi l ihan  
B i d a n g U s a h a

• Data yang harus Anda lengkapi:
1. Jenis Kegiatan Usaha (Untuk kegiatan

Tambak pilih UTAMA)
2. Bidang Usaha KBLI 03254

(Apabila bidang usaha yang dipilih 
m a s u k d a l a m k e t e n t u a n BUPM , 

sistem akan menampilkan pilihan 
kegiatan. Pil ih kegiatan usaha yang 
sesuai dengan kegiatan yang 
dilakukan Pelaku Usaha)

3. Uraian Bidang Usaha, akan ot omat is terisi 
oleh sistem setelah memilih KBLI/Bidang 

Usaha
4. Ruang Lingkup Kegiatan

• Kl ik tombol SIMPAN.

T a h a p P e n g i s i a n D a t a  B a d a n  U s a h a
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T a h a p P e n g i s i a n D a t a  B a d a n  U s a h a ( L a n j u t a n 2 )

● Data yang harus Anda lengkapi:

1. Nama Usaha/Kegiatan

2. Luas Lahan Usaha

3. Alamat Usaha

4. Provinsi

5. Kabupaten/Kota

6. Kecamatan

7. Kelurahan/Desa

8. Kode Pos

9. Apakah kegiatan ini sudah berjalan?

10. Modal Usaha

● Kl ik V A L I D A S I R I S I K O

3
D e t a i l  L a n g k a h Pengurusan Periz inan Berusaha
P e l a k u U s a h a  U M K  B a d a n  U s a h a
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T a h a p P e n g i s i a n D a t a  U s a h a  ( L a n j u t a n 3 )

● Sistem akan ot omatis  
m e n a m p i l k a n s k a l a u s a h a d a n  
t i n g k a t r is iko pada usaha Anda 

berdasarkan pengisian data.

● Data yang harus Anda lengkapi:

1. Apakah sudah memiliki perizinan 

berusaha yang sebelumnya? (Jika Ya, 

isi data perizinan berusaha yang 

dimiliki)

2. Jangka Waktu Perkiraan 

Beroperasi/Produksi

3. Deskripsi kegiatan usaha

4. Jumlah Tenaga Kerja Indonesia

● Kl ik tombol T A M B A H P R O D U K J A S A

3
D e t a i l  L a n g k a h Pengurusan Periz inan Berusaha
P e l a k u U s a h a  U M K  B a d a n  U s a h a
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T a h a p P e n g i s i a n D a t a  B a d a n  U s a h a ( L a n j u t a n 4 )

● Data yang harus Anda lengkapi:

1. Jenis Produk/Jasa

2. Kapasitas (/Tahun)

3. Satuan Kapasitas

● Kl ik tombol SIMPAN

● Kembal i  ke tampi lan awal is ian data 

usaha

● Past i kan se luruh data te lah ter i s i
dengan benar

● Kl ik tombol S E LES A I

• Klik ikon “V”.

• Klik tombol P R O S E S P E R I Z I N A N B E R U S A H A .

3
D e t a i l  L a n g k a h Pengurusan Periz inan Berusaha
P e l a k u U s a h a  U M K  B a d a n  U s a h a
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T a h a p P e n g i s i a n D a t a  B a d a n  U s a h a ( L a n j u t a n 5 )

● Sistem akan menampilkan berbagai 
macam P e r n y a t a a n Mandir i sesuai 

dengan data dan informasi yang 

tersimpan sebelumnya, seperti 

Pernyataan Mandiri K3L, Kesediaan 

Memenuhi Standar Usaha (risiko 

Menengah Tinggi)/Kesediaan 

Memenuhi Persyaratan izin (risiko 

Tinggi), SPPL, dan lain-lain.

● Baca, pahami dan klik checkbox 

masing-masing P E R N Y A T A A N  

MANDIRI ,

● Kl ik L A N J U T

3
D e t a i l  L a n g k a h Pengurusan Periz inan Berusaha
P e l a k u U s a h a  U M K  B a d a n  U s a h a
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Alur Validasi KKPR Lokasi Perairan

T a h a p P e n g i s i a n D a t a  U s a h a ( L a n j u t a n 6 )

3
D e t a i l  L a n g k a h Pengurusan Periz inan Berusaha
P e l a k u U s a h a  U M K  B a d a n  U s a h a

Isi Data Usaha:

- KBLI
- Nama perairan

- Provinsi
- Luas/Panjang
- Kedalaman

- Luas bangunan

- Upload koordinat

- Investasi

- TKI

- Kapasitas produksi

Pemenuhan Persyaratan:

1. Rencana Bangunan dan Instalasi
Laut

2. Informasi Pemanfaatan ruang laut
3. Data kondisi terkini dan sekitarnya

(ekosistem, hidrografi dan 
oseanografi)

Verifikasi

Penerbitan
Surat Perintah

Setor (SPS)

Pembayaran dan 
Upload Bukti 
Bayar PNBP

Proses Persetujuan dan 
Penerbitan

Terbit PKKPR Laut
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“Pipa tambak udang masuk ke dalam kategori

Pemanfaatan Ruang untuk Kegiatan yang Menetap di Laut

(Kegiatan Pemasangan Instalasi Perikanan Budidaya),

BUKAN termasuk kategori Pemanfaatan Ruang untuk Pipa

Bawah Laut”

Contohnya:

Perusahaan A memohonkan PKKPRL seluas 1 Ha, 

berdasarkan hasil penilaian disetujui 0,7 Ha maka

perusahaan A akan dikenakan tagihan PNBP sebesar

0,7 Ha x Rp.18.680.000 yaitu Rp. 13.076.000

Besaran PNBP PKKPRL
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• Sistem akan menampilkan draf NIB, lalu k l ik k o t a k centang/checkbox.

• Kl ik tombol T E R B I T K A N P E R I Z I N A N B E R U S A H A .

4
D e t a i l  L a n g k a h Pengurusan Periz inan Berusaha
P e l a k u U s a h a  U M K  B a d a n  U s a h a

T a h a p P e n e r b i t a n N I B
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T a h a p P e n e r b i t a n N I B  ( L a n j u t a n )

• Perizinan Berusaha telah terbit,
meliputi:

1. NIB, kl ik tombol C E T A K NIB.
2. Sertifikat Standar, kl ik tombol

C E T A K S E R T I F I K A T S T A N D A R .
3. PKPLH/SKKL, kl ik C E T A K

P e r s e t u j u a n P K P L H / S K K L .
(Jika ada)

4. Pernyataan Mandiri, kl ik tulisan
Cetak.

• Selanjutnya Pelaku Usaha dapat
mel ihat , m e n g u n d u h , d a n
m e n c e t a k produk perizinan 
berusaha tersebut.

4
D e t a i l  L a n g k a h Pengurusan Periz inan Berusaha
P e l a k u U s a h a  U M K  B a d a n  U s a h a
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P e r i z i n a n B e r u s a h a t e l a h terbit ( C o n t o h C e t a k a n N IB )
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P e r i z i n a n B e r u s a h a t e l a h terbit ( C o n t o h C e t a k a n S e rt i f i k at S t a n d ar )
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IV
LANGKAH PENGURUSAN 

PERIZINAN BERUSAHA 
UMK ORANG PERSEORANGAN

LAMPIRAN

40



1. Kunjungi https: /oss.go.id/

2. Pilih D A F T A R

3. Pilih S k a l a U s a h a UMK

4. Pilih J e n i s P e l a k u U s a h a UMK

5. Lengkapi Formul i r Pendaftaran

6. Masukkan K o d e Verifikasi

7. Lengkapi Formul i r dan buat P a s s w o r d baru

8. Lengkapi Formul i r D a t a P e l a k u Usa ha

9. Pendaftaran berhasi l

10. Cek email yang didaftarkan untuk mengetahui Username dan
Password

11. Akun Pelaku Usaha s iap d i g u n a k a n

1
D e t a i l  L a n g k a h Pengurusan Periz inan Berusaha
P e l a k u U s a h a  U M K  O r a n g  P e r s e o r a n g a n

T a h a p P e n d a f t a r a n A k u n O S S

41
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2
D e t a i l  L a n g k a h Pengurusan Periz inan Berusaha
P e l a k u U s a h a  U M K  O r a n g  P e r s e o r a n g a n

● Sistem akan menampilkan data secara otomatis:

1. Nomor Induk Kependudukan (NIK)

2. Nama

3. Jenis Kelamin

4. Tempat/Tanggal Lahir

5. Nomor Telepon

6. Alamat Sesuai KTP

● Data yang harus Anda lengkapi (tidak wajib):

1. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pribadi

2. Email

3. BPJS Ketenagakerjaan (Jika s u d a h memiliki)

4 . BPJS Kesehatan (Jika s u d a h memiliki) Proses 

perizinan akan t e t a p bisa  d i l a n j u t k a n walaupun

Pelaku Usaha b e l u m m e m i l i k i BPJS Kesehatan

atau BPJS Ketenagakerjaan

● Kl ik tombol S I M P A N D A T A

● Kl ik tombol I S I B I D A N G U S A H A

T a h a p P e n g i s i a n D a t a  P e l a k u U s a h a
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3
D e t a i l  L a n g k a h Pengurusan Periz inan Berusaha
P e l a k u U s a h a  U M K  O r a n g  P e r s e o r a n g a n

• Sistem akan m e n a m p i l k a n F o r m Pemi l ihan  
B i d a n g U s a h a

• Data yang harus Anda lengkapi:
1. Jenis Kegiatan Usaha (Untuk kegiatan

Tambak pilih UTAMA)
2. Bidang Usaha KBLI 03254

(Apabila bidang usaha yang dipilih 
m a s u k d a l a m k e t e n t u a n BUPM , 

sistem akan menampilkan pilihan 
kegiatan. Pil ih kegiatan usaha yang 
sesuai dengan kegiatan yang 
dilakukan Pelaku Usaha)

3. Uraian Bidang Usaha, akan ot omat is terisi 
oleh sistem setelah memilih KBLI/Bidang 

Usaha
4. Ruang Lingkup Kegiatan

• Kl ik tombol SIMPAN.

T a h a p P e n g i s i a n D a t a  U s a h a
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T a h a p P e n g i s i a n D a t a  U s a h a  ( L a n j u t a n 1 )

● Data yang harus Anda lengkapi:

1. Nama Usaha/Kegiatan

2. Luas Lahan Usaha

3. Alamat Usaha

4. Provinsi

5. Kabupaten/Kota

6. Kecamatan

7. Kelurahan/Desa

8. Kode Pos

9. Apakah kegiatan ini sudah berjalan?

10. Modal Usaha

● Kl ik V A L I D A S I R I S I K O

3
D e t a i l  L a n g k a h Pengurusan Periz inan Berusaha
P e l a k u U s a h a  U M K  O r a n g  P e r s e o r a n g a n
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T a h a p P e n g i s i a n D a t a  U s a h a  ( L a n j u t a n 3 )

● Sistem akan ot omatis  
m e n a m p i l k a n s k a l a u s a h a d a n  
t i n g k a t r is iko pada usaha Anda 

berdasarkan pengisian data.

● Data yang harus Anda lengkapi:

1. Apakah sudah memiliki perizinan 

berusaha yang sebelumnya? (Jika Ya, 

isi data perizinan berusaha yang 

dimiliki)

2. Jangka Waktu Perkiraan 

Beroperasi/Produksi

3. Deskripsi kegiatan usaha

4. Jumlah Tenaga Kerja Indonesia

● Kl ik tombol T A M B A H P R O D U K J A S A

3
D e t a i l  L a n g k a h Pengurusan Periz inan Berusaha
P e l a k u U s a h a  U M K  O r a n g  P e r s e o r a n g a n

45



T a h a p P e n g i s i a n D a t a  U s a h a  ( L a n j u t a n 4 )

● Data yang harus Anda lengkapi:

1. Jenis Produk/Jasa

2. Kapasitas (/Tahun)

3. Satuan Kapasitas

● Kl ik tombol SIMPAN

● Kembal i  ke tampi lan awal is ian data 
usaha

● Past i kan se luruh data te lah ter i s i

dengan benar

● Kl ik tombol S E LES A I

• Klik ikon “V”.

• Klik tombol P R O S E S P E R I Z I N A N B E R U S A H A .

3
D e t a i l  L a n g k a h Pengurusan Periz inan Berusaha
P e l a k u U s a h a  U M K  O r a n g  P e r s e o r a n g a n
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T a h a p P e n g i s i a n D a t a  U s a h a  ( L a n j u t a n 5 )

● Sistem akan menampilkan berbagai 
macam P e r n y a t a a n Mandir i sesuai 

dengan data dan informasi yang 

tersimpan sebelumnya, seperti 

Pernyataan Mandiri K3L, Kesediaan 

Memenuhi Standar Usaha (risiko 

Menengah Tinggi)/Kesediaan 

Memenuhi Persyaratan izin (risiko 

Tinggi), SPPL, dan lain-lain.

● Baca, pahami dan klik checkbox 

masing-masing P E R N Y A T A A N  

MANDIRI ,

● Kl ik L A N J U T

3
D e t a i l  L a n g k a h Pengurusan Periz inan Berusaha
P e l a k u U s a h a  U M K  O r a n g  P e r s e o r a n g a n
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Alur Validasi KKPR Lokasi Perairan

T a h a p P e n g i s i a n D a t a  U s a h a ( L a n j u t a n 6 )

3
D e t a i l  L a n g k a h Pengurusan Periz inan Berusaha
P e l a k u U s a h a  U M K  O r a n g  P e r s e o r a n g a n

Isi Data Usaha:

- KBLI
- Nama perairan

- Provinsi
- Luas/Panjang
- Kedalaman

- Luas bangunan

- Upload koordinat

- Investasi

- TKI

- Kapasitas produksi

Pemenuhan Persyaratan:

1. Rencana Bangunan dan Instalasi
Laut

2. Informasi Pemanfaatan ruang laut
3. Data kondisi terkini dan sekitarnya

(ekosistem, hidrografi dan 
oseanografi)

Verifikasi

Penerbitan
Surat Perintah

Setor (SPS)

Pembayaran dan 
Upload Bukti 
Bayar PNBP

Proses Persetujuan dan 
Penerbitan

Terbit PKKPR Laut
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“Pipa tambak udang masuk ke dalam kategori

Pemanfaatan Ruang untuk Kegiatan yang Menetap di Laut

(Kegiatan Pemasangan Instalasi Perikanan Budidaya),

BUKAN termasuk kategori Pemanfaatan Ruang untuk Pipa

Bawah Laut”

Contohnya:

Perusahaan A memohonkan PKKPRL seluas 1 Ha, 

berdasarkan hasil penilaian disetujui 0,7 Ha maka

perusahaan A akan dikenakan tagihan PNBP sebesar

0,7 Ha x Rp.18.680.000 yaitu Rp. 13.076.000

Besaran PNBP PKKPRL
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• Sistem akan menampilkan draf NIB, lalu k l ik k o t a k centang/checkbox.

• Kl ik tombol T E R B I T K A N P E R I Z I N A N B E R U S A H A .

4
D e t a i l  L a n g k a h Pengurusan Periz inan Berusaha
P e l a k u U s a h a  U M K  O r a n g  P e r s e o r a n g a n

T a h a p P e n e r b i t a n N I B
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T a h a p P e n e r b i t a n N I B  ( L a n j u t a n )

• Perizinan Berusaha telah terbit,
meliputi:

1. NIB, kl ik tombol C E T A K NIB.
2. Sertifikat Standar, kl ik tombol

C E T A K S E R T I F I K A T S T A N D A R .
3. PKPLH/SKKL, kl ik C E T A K

P e r s e t u j u a n P K P L H / S K K L .
(Jika ada)

4. Pernyataan Mandiri, kl ik tulisan
Cetak.

• Selanjutnya Pelaku Usaha dapat
mel ihat , m e n g u n d u h , d a n
m e n c e t a k produk perizinan 
berusaha tersebut.

4
D e t a i l  L a n g k a h Pengurusan Periz inan Berusaha
P e l a k u U s a h a  U M K  O r a n g  P e r s e o r a n g a n
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P e r i z i n a n B e r u s a h a t e l a h terbit ( C o n t o h C e t a k a n N IB )
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P e r i z i n a n B e r u s a h a t e l a h terbit ( C o n t o h C e t a k a n S e rt i f i k at S t a n d ar )
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IV
LANGKAH PENGURUSAN 

PERIZINAN BERUSAHA 
NON UMK BADAN USAHA

LAMPIRAN
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1. Kunjungi https: /oss.go.id/

2. Pilih D A F T A R

3. Pilih S k a l a U s a h a NON UMK

4. Pilih J e n i s P e l a k u U s a h a B a d a n  U s a h a NON UMK

5. Lengkapi Formul i r Pendaftaran

6. Masukkan K o d e Verifikasi

7. Lengkapi Formul i r dan buat P a s s w o r d baru

8. Lengkapi Formul i r D a t a P e l a k u Usa ha

9. Pendaftaran berhasi l

10. Cek email yang didaftarkan untuk mengetahui Username dan
Password

11. Akun Pelaku Usaha s iap d i g u n a k a n

1
D e t a i l  L a n g k a h Pengurusan Periz inan Berusaha
P e l a k u U s a h a  N o n  U M K  B a d a n  U s a h a

T a h a p P e n d a f t a r a n A k u n O S S
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2
D e t a i l  L a n g k a h Pengurusan Periz inan Berusaha 
P e l a k u  U s a h a  N o n  U M K  B a d a n  U s a h a

● Sistem akan menampilkan data Badan Usaha yang tertarik dari sistem AHU Online
khusus untuk jenis usaha PT, PT Perorangan, CV, Firma, Persekutuan Perdata, dan 
Koperasi.

● Sedangkan data Badan Usaha untuk jenis usaha lainnya harus melalui proses perekaman       
(isi secara manual) dalam sistem.

● Data yang harus  Anda lengkapi :
1.  Masa Berakhi r  Legal i tas

2.  Alamat Badan Usaha 
3.  Kecamatan
4. Kelurahan/Desa
5. RT/RW
6. Kode Pos
7.  Emai l  Badan Usaha
8. NPWP Badan Usaha
9. Nomor Telepon

• Klik tombol Tarik Ulang Data AHU untuk menampilkan data paling terbaru yang terdaftar dalam 
sistem AHU Online.

● Sistem akan menampilkan form Tarik Data AHU secara otomatis: 

1. Jenis Perusahaan 
2. Nama Perusahaan 

3. Nomor Identitas 

● Periksa kesesuaian data yang tertera, lalu klik tombol Simpan Data. 

● Jika terdapat data yang tidak sesuai, segera hubungi Notaris Anda.

T a h a p  P e n g i s i a n  D a t a  B a d a n  U s a h a

• Sistem akan menampilkan data 
secara otomatis: 
1. Nama Badan Usaha 
2. Jenis Badan Usaha 
3. Status Badan Hukum 
4. Jangka Waktu 

5. Status Penanaman Modal
6. Provinsi 
7. Kabupaten/Kota 
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3
D e t a i l  L a n g k a h Pengurusan Periz inan Berusaha
P e l a k u U s a h a  N o n  U M K  B a d a n  U s a h a

• Sistem akan m e n a m p i l k a n F o r m Pemi l ihan  
B i d a n g U s a h a

• Data yang harus Anda lengkapi:
1. Jenis Kegiatan Usaha (Untuk kegiatan

Tambak pilih UTAMA)
2. Bidang Usaha KBLI 03254

(Apabila bidang usaha yang dipilih 
m a s u k d a l a m k e t e n t u a n BUPM , 

sistem akan menampilkan pilihan 
kegiatan. Pil ih kegiatan usaha yang 
sesuai dengan kegiatan yang 
dilakukan Pelaku Usaha)

3. Uraian Bidang Usaha, akan ot omat is terisi 
oleh sistem setelah memilih KBLI/Bidang 

Usaha
4. Ruang Lingkup Kegiatan

• Kl ik tombol SIMPAN.

T a h a p P e n g i s i a n D a t a  U s a h a
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T a h a p P e n g i s i a n D a t a  B a d a n  U s a h a ( L a n j u t a n 1 )

3
D e t a i l  L a n g k a h Pengurusan Periz inan Berusaha
P e l a k u U s a h a  N o n  U M K  B a d a n  U s a h a

Data yang harus Anda lengkapi:
1. Apakah sudah memiliki perizinan berusaha yang sebelumnya?

(Jika Sudah, akan muncul formulir yang berisi Nama Penerbit
Izin, Nomor Izin, Lampiran File, Tanggal Terbit)

2. Apakah Anda memiliki NPWP berbeda/cabang di lokasi ini? 
(Jika Ya, akan muncul kolom NPWP dan isilah dengan 15 digit 
nomor NPWP yang sesuai)

3. Nama Usaha / Kegiatan
4. Apakah Kegiatan Usaha ini berada di lokasi yang sama dengan

kegiatan usaha sebelumnya? (jika ada)
(Pertanyaan ini akan muncul pada pengisian proyek kedua 
dan seterusnya ketika mengajukan lebih dari 1 bidang
usaha/KBLI)

5. Lokasi Kegiatan Usaha
6. Luas Lahan Usaha dan Satuannya
7. Apakah Anda sudah menguasai lahan tersebut?

(Setelah memilih, akan muncul pilihan terkait Status Lahan 
Usaha dan pilih yang sesuai)

8. Apakah memerlukan bangunan untuk kegiatan usaha ini?
(Jika Ya, akan muncul formulir pilihan terkait Bangunan dan 
pilih yang sesuai)
(Jika Milik Sendiri, akan muncul formulir Detail Bangunan
seperti jumlah bangunan, PBG/IMB, dan SLF di bagian 
setelah pengisian lokasi usaha, lalu lengkapi yang 
sesuai)
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T a h a p P e n g i s i a n D a t a  U s a h a ( L a n j u t a n 2 )

3
D e t a i l  L a n g k a h Pengurusan Periz inan Berusaha
P e l a k u U s a h a  N o n  U M K  B a d a n  U s a h a

Data yang harus Anda lengkapi:
1. Apakah lokasi usaha berada dalam lintas 

provinsi/kabupaten/kota?

2. Alamat Usaha

3. Provinsi

4. Kabupaten/Kota
a) Jika Kabupaten/Kota terpilih ada Kawasan, akan 

muncul pilihan terkait Apakah lokasi usaha berada di 
Kawasan (KI, KEK, KPBPB) dan Nama Kawasan.

b) Jika Kabupaten/Kota terpilih tidak ada Kawasan, akan
muncul Kecamatan dan Kelurahan/Desa, lalu pilih yang 
sesuai.

5. Kode Pos

6. Tipe Gambar Peta
a) Jika Point, maka isilah titik Latitude dan Longitude 

sesuai dengan lokasi usaha.
b) Jika Polygon, maka unggah file polygon dalam format 

SHP Complete.
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T a h a p P e n g i s i a n D a t a  U s a h a ( L a n j u t a n 3 )

3
D e t a i l  L a n g k a h Pengurusan Periz inan Berusaha
P e l a k u U s a h a  N o n  U M K  B a d a n  U s a h a

Data yang harus Anda lengkapi:
1. Pembelian dan Pematangan Tanah
2. Bangunan / Gedung
3. Mesin / Peralatan Dalam Negeri
4. Mesin / Peralatan Impor
5. Mesin / Peralatan (terisi otomatis)
6. Investasi Lain-Lain
7. Total Modal Tetap (terisi otomatis)
8. Modal Kerja 3 Bulan
9. Total Nilai Investasi (terisi otomatis)

Klik tombol VALIDASI RISIKO, untuk
mengetahui skala usaha dan tingkat
risiko.
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T a h a p P e n g i s i a n D a t a  U s a h a  ( L a n j u t a n 4 )

● Sistem akan ot omatis  
m e n a m p i l k a n s k a l a u s a h a
d a n  t i n g k a t r is iko pada usaha 

Anda berdasarkan pengisian
data.

● Data yang harus Anda lengkapi:

1. Apakah sudah memiliki perizinan 

berusaha yang sebelumnya? (Jika Ya, 

isi data perizinan berusaha yang 

dimiliki)

2. Jangka Waktu Perkiraan

Beroperasi/Produksi

3. Deskripsi kegiatan usaha

4. Jumlah Tenaga Kerja Indonesia

● Kl ik tombol T A M B A H P R O D U K J A S A

3
D e t a i l  L a n g k a h Pengurusan Periz inan Berusaha
P e l a k u U s a h a  N o n  U M K  B a d a n  U s a h a

61



T a h a p P e n g i s i a n D a t a  U s a h a ( L a n j u t a n 5 )

● Data yang harus Anda lengkapi:

1. Jenis Produk/Jasa

2. Kapasitas (/Tahun)

3. Satuan Kapasitas

● Kl ik tombol SIMPAN

● Kembal i  ke tampi lan awal is ian data 
usaha

● Past i kan se luruh data te lah ter i s i
dengan benar

● Kl ik tombol S E LES A I

3
D e t a i l  L a n g k a h Pengurusan Periz inan Berusaha
P e l a k u U s a h a  N o n  U M K  B a d a n  U s a h a
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T a h a p P e n g i s i a n D a t a  U s a h a ( L a n j u t a n 6 )

3
D e t a i l  L a n g k a h Pengurusan Periz inan Berusaha
P e l a k u U s a h a  N o n  U M K  B a d a n  U s a h a

• Data yang harus Anda lengkapi:
1. Apakah perusahaan Anda akan melakukan impor 

Barang sendiri?
(Jika Ya, akan muncul pilihan Angka Pengenal 
Importir (API) dan pilih yang sesuai)

2. Apakah perusahaan Anda memiliki nomor virtual 
account (BPJS Kesehatan)?
(Jika Ya, isi nomor virtual account BPJS Kesehatan)

3. Apakah perusahaan Anda memiliki Nomor 
Pendaftaran Perusahaan (BPJS Ketenagakerjaan)? 
(Jika Ya, isi nomor Pendaftaran Perusahaan BPJS 
Ketenagakerjaan)

4. Apakah Perusahaan Anda memiliki Nomor WLKP?
(Jika Ya, isi nomor Wajib Lapor Ketenagakerjaan
Perusahaan/WLKP)

Proses perizinan akan tetap bisa dilanjutkan 
walaupun Pelaku Usaha belum memiliki BPJS 
Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, ataupun nomor 
WLKP.

• Klik kotak centang/checkbox.

• Klik tombol SELANJUTNYA.
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T a h a p P e n g i s i a n D a t a  U s a h a ( L a n j u t a n 7 )

3
D e t a i l  L a n g k a h Pengurusan Periz inan Berusaha
P e l a k u U s a h a  N o n  U M K  B a d a n  U s a h a

• Sistem akan menampilkan:
1. KBLI
2. Lokasi Usaha
3. Data Usaha
4. Skala Usaha
5. Tingkat Risiko
6. Pernyataan Mandiri
7. Status

• Jika PKKPR diterbitkan otomatis atau telah
diverifikasi dan disetujui, Anda dapat
melanjutkan proses permohonan.

• Lalu klik tombol PROSES PERIZINAN 
BERUSAHA.

03254
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T a h a p P e n g i s i a n D a t a  U s a h a ( L a n j u t a n 8 )

3
D e t a i l  L a n g k a h Pengurusan Periz inan Berusaha
P e l a k u U s a h a  N o n  U M K  B a d a n  U s a h a

• Jika lokasi usaha yang dimohonkan tidak berada pada wilayah yang sudah memiliki 
RDTR atau bukan di Kawasan Industri/ KEK/ KPBPB atau tidak memenuhi kriteria
sebagaimana tercantum dalam isian terkait Pasal 181 PP 5/2021, maka sistem akan
mengirimkan notifikasi permohonan Persetujuan KKPR (PKKPR) kepada Kementerian 
ATR/Pemerintah Daerah sesuai kewenangan, sehingga status di sini tertulis “PKKPR 
dalam proses verifikasi” dan Pelaku Usaha perlu melalui proses Pemenuhan
Persyaratan pada menu yang sudah disediakan.

• Tahapan ini juga berlaku sama untuk lokasi usaha di Hutan dan Laut, dengan kondisi
berikut:
a) Untuk lokasi usaha di Hutan dimana memerlukan pemenuhan persyaratan dan 

verifikasi (Persetujuan Penggunaan/Pelepasan/Pemanfaatan/Konservasi 
Kawasan Hutan) oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (Jika 
memerlukan rekomendasi Gubernur, dapat diajukan ke OPD LHK Provinsi dan 
DPMPTSP Provinsi terlebih dahulu).

b) Khusus untuk KBLI Pemanfaatan Hutan, proses pemenuhan persetujuan lokasi 
hutan dilakukan bersamaan dengan pemenuhan persyaratan perizinan berusaha
oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

c) Untuk lokasi usaha di Laut dimana memerlukan pemenuhan persyaratan dan 
verifikasi (KKPR Laut) oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Catatan: Jika muncul Informasi ini, Anda perlu
memenuhi PNBP terlebih dahulu, berdasarkan SPS 
yang diterima untuk bisa melanjutkan proses 
permohonan Perizinan Berusaha.
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Alur Validasi KKPR Lokasi Daratan

Rencana Detail Tata 
Ruang (RDTR) STATUS KKPR 

“OK”

Rencana Tata 
Ruang Wilayah 

(RTRW)

KKKPR otomatis

Kondisi Pasal 181 
PP 5/2021, pasal
107 PP 21/2021 PKKPR otomatis

x

x
Proses Pertimbangan Teknis

(Pertek) di Kantor Pertanahan
(Kantah) dan

Penilaian Dokumen Usulan KKPR 
oleh Dinas yang membidangi Tata 

Ruang/ Kementerian ATR

Fiktif positif (> 20 Hari)
PKKPR

Penolakan

x

PERIZINAN 
BERUSAHA

Verifikasi Berdasarkan Kajian, 
Pertek, Forum sesuai

Kewenangan (ATR/BPN atau
DPMPTSP)

Pembayaran PNBP 
berdasarkan SPS

T a h a p P e n g i s i a n D a t a  U s a h a ( L a n j u t a n 9 )

3
D e t a i l  L a n g k a h Pengurusan Periz inan Berusaha
P e l a k u U s a h a  N o n  U M K  B a d a n  U s a h a
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Alur Validasi KKPR Lokasi Perairan

T a h a p P e n g i s i a n D a t a  U s a h a ( L a n j u t a n 1 0 )

3
D e t a i l  L a n g k a h Pengurusan Periz inan Berusaha
P e l a k u U s a h a  N o n  U M K  B a d a n  U s a h a

Isi Data Usaha:

- KBLI
- Nama perairan

- Provinsi
- Luas/Panjang
- Kedalaman

- Luas bangunan

- Upload koordinat

- Investasi

- TKI

- Kapasitas produksi

Pemenuhan Persyaratan:

1. Rencana Bangunan dan Instalasi
Laut

2. Informasi Pemanfaatan ruang laut
3. Data kondisi terkini dan sekitarnya

(ekosistem, hidrografi dan 
oseanografi)

Verifikasi

Penerbitan
Surat Perintah

Setor (SPS)

Pembayaran dan 
Upload Bukti 
Bayar PNBP

Proses Persetujuan dan 
Penerbitan

Terbit PKKPR Laut
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“Pipa tambak udang masuk ke dalam kategori

Pemanfaatan Ruang untuk Kegiatan yang Menetap di Laut

(Kegiatan Pemasangan Instalasi Perikanan Budidaya),

BUKAN termasuk kategori Pemanfaatan Ruang untuk Pipa

Bawah Laut”

Contohnya:

Perusahaan A memohonkan PKKPRL seluas 1 Ha, 

berdasarkan hasil penilaian disetujui 0,7 Ha maka

perusahaan A akan dikenakan tagihan PNBP sebesar

0,7 Ha x Rp.18.680.000 yaitu Rp. 13.076.000

Besaran PNBP PKKPRL
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T a h a p P e n g i s i a n D a t a  U s a h a ( L a n j u t a n 1 1 )

3
D e t a i l  L a n g k a h Pengurusan Periz inan Berusaha
P e l a k u U s a h a  N o n  U M K  B a d a n  U s a h a

● Sistem akan menampilkan pertanyaan konfirmasi “Apakah sudah memiliki
Dokumen Persetujuan Lingkungan atas kegiatan ini?” yang harus Anda pilih:
a. Jika pilih Sudah, pilih jenis dokumen persetujuan lingkungan yang dimiliki.
b. Jika pilih Belum, lengkapi formulir parameter kewajiban persetujuan lingkungan

sesuai dengan kondisi pada kegiatan usaha terpilih.

● Klik tombol LANJUT.
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T a h a p P e n g i s i a n D a t a  U s a h a ( L a n j u t a n 1 2 )

3
D e t a i l  L a n g k a h Pengurusan Periz inan Berusaha
P e l a k u U s a h a  N o n  U M K  B a d a n  U s a h a

Jika pilih Belum, berikut 2 pilihan parameter kewajiban persetujuan lingkungan sesuai dengan
kondisi pada KBLI 03254. 
Silahkan pilih sesuai dengan kondisi kegiatan usaha yang dilakukan oleh perusahaan.

● Klik tombol LANJUT.
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T a h a p P e n g i s i a n D a t a  U s a h a ( L a n j u t a n 1 3 )

3
D e t a i l  L a n g k a h Pengurusan Periz inan Berusaha
P e l a k u U s a h a  N o n  U M K  B a d a n  U s a h a

• Sistem akan menampilkan berbagai macam Pernyataan Mandiri
berdasarkan UUCK Nomor 11 Tahun 2020 sesuai dengan data dan informasi
yang tersimpan sebelumnya.

• Baca, pahami, dan klik kotak centang/checkbox pada setiap Pernyataan
Mandiri yang tertera.

• Klik tombol LANJUT.
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T a h a p P e n g i s i a n D a t a  U s a h a ( L a n j u t a n 1 4 )

3
D e t a i l  L a n g k a h Pengurusan Periz inan Berusaha
P e l a k u U s a h a  N o n  U M K  B a d a n  U s a h a

BisnisProses PenerbitanP e r s e t u j u a n L i n g k u n g a n
Usaha RisikoMenengahTinggi/Tinggi yang wajibUKL-UPL (Kewenangandaerah)

Isi Data Usaha

View Only

View Only

Verifikasi

Perbaikan
persyaratan/data 

usaha

Persetujuan
Lingkungan

Disetujui
SLA OPD : 2 HK

Perbaikan
SLA Pelaku
Usaha : 5 HK

Pelaku Usaha

Pengelola
Hak Akses

Unit Perizinan

OPD

Dengan metode upload dokumen berupa link dan terdapat tambahan elemen
data (nomor, tanggal, judul)

Catatan: alur ini berlaku saat OSS belum terintegrasi Amdalnet

Klik 1 : SLA OPD 5 HK
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T a h a p P e n g i s i a n D a t a  U s a h a ( L a n j u t a n 1 5 )

3
D e t a i l  L a n g k a h Pengurusan Periz inan Berusaha
P e l a k u U s a h a  N o n  U M K  B a d a n  U s a h a

Isi Data Usaha

View Only

Verifikasi

Perbaikan
persyaratan/data usaha

Persetujuan
Lingkungan

Disetujui
SLA OPD :
UKL-UPL 2 HK
Amdal 10 HK

Perbaikan
SLA Pelaku Usaha :
UKL-UPL 10 HK
Amdal 30 HK

Pelaku Usaha

Pengelola Hak
Akses

Unit Perizinan

Dengan metode upload dokumen berupa link dan terdapat tambahan
elemen data (nomor, tanggal, judul)

Catatan: alur ini berlaku saat OSS belum terintegrasi Amdalnet

Klik 1 UKL-UPL
SLA OPD 5 HK

BisnisProses PenerbitanP e r s e t u j u a n L i n g k u n g a n
Usaha RisikoMenengahTinggi/Tinggi yang wajibUKL-UPL (KewenanganPusat)
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• Sistem akan menampilkan draf NIB, lalu k l ik k o t a k centang/checkbox.

• Kl ik tombol T E R B I T K A N P E R I Z I N A N B E R U S A H A .

4
D e t a i l  L a n g k a h Pengurusan Periz inan Berusaha
P e l a k u U s a h a  N o n  U M K  B a d a n  U s a h a

T a h a p P e n e r b i t a n N I B
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T a h a p P e n e r b i t a n N I B  ( L a n j u t a n )

• Perizinan Berusaha telah terbit, meliputi:
1. NIB, klik tombol CETAK NIB (hanya untuk persiapan

usaha) ditambah:
a) Sertifikat Standar, untuk tingkat risiko Menengah

Tinggi.
b) Izin, untuk tingkat risiko Tinggi.

2. Pernyataan Mandiri, klik tulisan Cetak.
3. PKKPR, klik CETAK PKKPR
4. PKPLH/SKKL, klik CETAK PKPLH/SKKL (jika ada).

• Anda dapat melihat, mengunduh, dan mencetak
produk perizinan berusaha tersebut.

• Jika dokumen lingkungan yang dibutuhkan adalah
UKL-UPL atau Amdal, maka lakukan pemenuhan
persyaratan dokumen lingkungan terlebih dahulu
ke instansi yang berwenang.

• Setelah melalui proses persetujuan persyaratan dasar, 
untuk mendapatkan Sertifikat Standar dan Izin
yang terverifikasi, maka lakukan pemenuhan
persyaratan perizinan berusaha dengan:
a) Klik tulisan “di sini”, atau
b) Pilih Menu Pemenuhan Persyaratan.

4
D e t a i l  L a n g k a h Pengurusan Periz inan Berusaha
P e l a k u U s a h a  N o n  U M K  B a d a n  U s a h a

TinggiBesar

6

Menengah

03245
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T a h a p P e m e n u h a n P e r s y a r a t a n

5
D e t a i l  L a n g k a h Pengurusan Periz inan Berusaha
P e l a k u U s a h a  N o n  U M K  B a d a n  U s a h a
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T a h a p P e m e n u h a n P e r s y a r a t a n

5
D e t a i l  L a n g k a h Pengurusan Periz inan Berusaha
P e l a k u U s a h a  N o n  U M K  B a d a n  U s a h a

● Klik tombol “panah di 
sebelah kanan data usaha”. 
Kemudian klik “Proses 
Pemenuhan Standar Usaha” 
(untuk tingkat risiko
menengah tinggi) atau
“Proses pemenuhan Izin” 
(untuk tingkat risiko tinggi.
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T a h a p P e m e n u h a n P e r s y a r a t a n

5
D e t a i l  L a n g k a h Pengurusan Periz inan Berusaha
P e l a k u U s a h a  N o n  U M K  B a d a n  U s a h a

Klik tombol Pilih Dokumen
dan unggah dokumen yang
sesuai. (Ukuran maksimal dokumen
yaitu 5 MB, dengan format
jenis dokumen PDF)

● Isi kolom Catatan sebagai
catatan/keterangan tambahan
untuk Instansi terkait yang
berwenang. (opsional)
● Klik kotak centang/checkbox
pada disclaimer yang tertera.
● Klik tombol LANJUT.
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T a h a p P e m e n u h a n P e r s y a r a t a n

5
D e t a i l  L a n g k a h Pengurusan Periz inan Berusaha
P e l a k u U s a h a  N o n  U M K  B a d a n  U s a h a

Status pemenuhan setelah
diverifikasi dan disetujui oleh 
Instansi berwenang terkait, sehingga
perizinan berusaha telah terbit.
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P e r i z i n a n B e r u s a h a t e l a h terbit ( C o n t o h C e t a k a n N IB )
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P e r i z i n a n B e r u s a h a t e l a h terbit ( C o n t o h C e t a k a n S e rt i f i k at S t a n d ar )
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IV
LANGKAH PENGURUSAN 

PERIZINAN BERUSAHA 
NON UMK ORANG PERSEORANGAN

LAMPIRAN
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1. Kunjungi https: /oss.go.id/

2. Pilih D A F T A R

3. Pilih S k a l a U s a h a NON UMK

4. Pilih J e n i s P e l a k u U s a h a P e r o r a n g a n

5. Lengkapi Formul i r Pendaftaran

6. Masukkan K o d e Verifikasi

7. Lengkapi Formul i r dan buat P a s s w o r d baru

8. Lengkapi Formul i r D a t a P e l a k u Usa ha

9. Pendaftaran berhasi l

10. Cek email yang didaftarkan untuk mengetahui Username dan
Password

11. Akun Pelaku Usaha s iap d i g u n a k a n

1
D e t a i l  L a n g k a h Pengurusan Periz inan Berusaha
P e l a k u U s a h a  N o n  U M K  O r a n g  P e r s e o r a n g a n

T a h a p P e n d a f t a r a n A k u n O S S

83

https://oss.go.id/


2
D e t a i l  L a n g k a h Pengurusan Periz inan Berusaha
P e l a k u U s a h a  N o n  U M K  O r a n g  P e r s e o r a n g a n

T a h a p P e n g i s i a n D a t a  P e l a k u U s a h a

● Sistem akan menampilkan data secara otomatis:

1. Nomor Induk Kependudukan (NIK)

2. Nama

3. Jenis Kelamin

4. Tempat/Tanggal Lahir

5. Nomor Telepon

6. Alamat Sesuai KTP

● Data yang harus Anda lengkapi (tidak wajib):

1. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pribadi

2. Email

3. BPJS Ketenagakerjaan (Jika s u d a h memiliki)

4 . BPJS Kesehatan (Jika s u d a h memiliki) Proses 

perizinan akan t e t a p bisa  d i l a n j u t k a n walaupun

Pelaku Usaha b e l u m m e m i l i k i BPJS Kesehatan

atau BPJS Ketenagakerjaan

● Kl ik tombol S I M P A N D A T A

● Kl ik tombol I S I B I D A N G U S A H A
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3
D e t a i l  L a n g k a h Pengurusan Periz inan Berusaha
P e l a k u U s a h a  N o n  U M K  O r a n g  P e r s e o r a n g a n

• Sistem akan m e n a m p i l k a n F o r m Pemi l ihan  
B i d a n g U s a h a

• Data yang harus Anda lengkapi:
1. Jenis Kegiatan Usaha (Untuk kegiatan

Tambak pilih UTAMA)
2. Bidang Usaha KBLI 03254

(Apabila bidang usaha yang dipilih 
m a s u k d a l a m k e t e n t u a n BUPM , 

sistem akan menampilkan pilihan 
kegiatan. Pil ih kegiatan usaha yang 
sesuai dengan kegiatan yang 
dilakukan Pelaku Usaha)

3. Uraian Bidang Usaha, akan ot omat is terisi 
oleh sistem setelah memilih KBLI/Bidang 

Usaha
4. Ruang Lingkup Kegiatan

• Kl ik tombol SIMPAN.

T a h a p P e n g i s i a n D a t a  U s a h a
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T a h a p P e n g i s i a n D a t a  U s a h a ( L a n j u t a n 1 )

3
D e t a i l  L a n g k a h Pengurusan Periz inan Berusaha
P e l a k u U s a h a  N o n  U M K  O r a n g  P e r s e o r a n g a n

Data yang harus Anda lengkapi:
1. Apakah sudah memiliki perizinan berusaha yang sebelumnya?

(Jika Sudah, akan muncul formulir yang berisi Nama Penerbit
Izin, Nomor Izin, Lampiran File, Tanggal Terbit)

2. Apakah Anda memiliki NPWP berbeda/cabang di lokasi ini? 
(Jika Ya, akan muncul kolom NPWP dan isilah dengan 15 digit 
nomor NPWP yang sesuai)

3. Nama Usaha / Kegiatan
4. Apakah Kegiatan Usaha ini berada di lokasi yang sama dengan

kegiatan usaha sebelumnya? (jika ada)
(Pertanyaan ini akan muncul pada pengisian proyek kedua 
dan seterusnya ketika mengajukan lebih dari 1 bidang
usaha/KBLI)

5. Lokasi Kegiatan Usaha
6. Luas Lahan Usaha dan Satuannya
7. Apakah Anda sudah menguasai lahan tersebut?

(Setelah memilih, akan muncul pilihan terkait Status Lahan 
Usaha dan pilih yang sesuai)

8. Apakah memerlukan bangunan untuk kegiatan usaha ini?
(Jika Ya, akan muncul formulir pilihan terkait Bangunan dan 
pilih yang sesuai)
(Jika Milik Sendiri, akan muncul formulir Detail Bangunan
seperti jumlah bangunan, PBG/IMB, dan SLF di bagian 
setelah pengisian lokasi usaha, lalu lengkapi yang 
sesuai)
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T a h a p P e n g i s i a n D a t a  U s a h a ( L a n j u t a n 2 )

3
D e t a i l  L a n g k a h Pengurusan Periz inan Berusaha
P e l a k u U s a h a  N o n  U M K  O r a n g  P e r s e o r a n g a n

Data yang harus Anda lengkapi:
1. Apakah lokasi usaha berada dalam lintas 

provinsi/kabupaten/kota?

2. Alamat Usaha

3. Provinsi

4. Kabupaten/Kota
a) Jika Kabupaten/Kota terpilih ada Kawasan, akan 

muncul pilihan terkait Apakah lokasi usaha berada di 
Kawasan (KI, KEK, KPBPB) dan Nama Kawasan.

b) Jika Kabupaten/Kota terpilih tidak ada Kawasan, akan
muncul Kecamatan dan Kelurahan/Desa, lalu pilih yang 
sesuai.

5. Kode Pos

6. Tipe Gambar Peta
a) Jika Point, maka isilah titik Latitude dan Longitude 

sesuai dengan lokasi usaha.
b) Jika Polygon, maka unggah file polygon dalam format 

SHP Complete.
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T a h a p P e n g i s i a n D a t a  U s a h a  ( L a n j u t a n 3 )

● Sistem akan ot omatis  
m e n a m p i l k a n s k a l a u s a h a d a n  
t i n g k a t r is iko pada usaha Anda 

berdasarkan pengisian data.

● Data yang harus Anda lengkapi:

1. Apakah sudah memiliki perizinan 

berusaha yang sebelumnya? (Jika Ya, 

isi data perizinan berusaha yang 

dimiliki)

2. Jangka Waktu Perkiraan 

Beroperasi/Produksi

3. Deskripsi kegiatan usaha

4. Jumlah Tenaga Kerja Indonesia

● Kl ik tombol T A M B A H P R O D U K J A S A

3
D e t a i l  L a n g k a h Pengurusan Periz inan Berusaha
P e l a k u U s a h a  N o n  U M K  O r a n g  P e r s e o r a n g a n

Besar
Menengah Tinggi

88



T a h a p P e n g i s i a n D a t a  U s a h a ( L a n j u t a n 4 )

● Data yang harus Anda lengkapi:

1. Jenis Produk/Jasa

2. Kapasitas (/Tahun)

3. Satuan Kapasitas

● Kl ik tombol SIMPAN

● Kembal i  ke tampi lan awal is ian data 
usaha

● Past i kan se luruh data te lah ter i s i
dengan benar

● Kl ik tombol S E LES A I

3
D e t a i l  L a n g k a h Pengurusan Periz inan Berusaha
P e l a k u U s a h a  N o n  U M K  O r a n g  P e r s e o r a n g a n
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T a h a p P e n g i s i a n D a t a  U s a h a ( L a n j u t a n 5 )

3
D e t a i l  L a n g k a h Pengurusan Periz inan Berusaha
P e l a k u U s a h a  N o n  U M K  O r a n g  P e r s e o r a n g a n

• Data yang harus Anda lengkapi:
1. Apakah perusahaan Anda akan melakukan impor 

Barang sendiri?
(Jika Ya, akan muncul pilihan Angka Pengenal 
Importir (API) dan pilih yang sesuai)

2. Apakah perusahaan Anda memiliki nomor virtual 
account (BPJS Kesehatan)?
(Jika Ya, isi nomor virtual account BPJS Kesehatan)

3. Apakah perusahaan Anda memiliki Nomor 
Pendaftaran Perusahaan (BPJS Ketenagakerjaan)? 
(Jika Ya, isi nomor Pendaftaran Perusahaan BPJS 
Ketenagakerjaan)

4. Apakah Perusahaan Anda memiliki Nomor WLKP?
(Jika Ya, isi nomor Wajib Lapor Ketenagakerjaan
Perusahaan/WLKP)

Proses perizinan akan tetap bisa dilanjutkan 
walaupun Pelaku Usaha belum memiliki BPJS 
Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, ataupun nomor 
WLKP.

• Klik kotak centang/checkbox.

• Klik tombol SELANJUTNYA.
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T a h a p P e n g i s i a n D a t a  U s a h a ( L a n j u t a n 6 )

3
D e t a i l  L a n g k a h Pengurusan Periz inan Berusaha
P e l a k u U s a h a  N o n  U M K  O r a n g  P e r s e o r a n g a n

• Sistem akan menampilkan:
1. KBLI
2. Lokasi Usaha
3. Data Usaha
4. Skala Usaha
5. Tingkat Risiko
6. Pernyataan Mandiri
7. Status

• Jika PKKPR diterbitkan otomatis atau telah
diverifikasi dan disetujui, Anda dapat
melanjutkan proses permohonan.

• Lalu klik tombol PROSES PERIZINAN 
BERUSAHA.
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T a h a p P e n g i s i a n D a t a  U s a h a ( L a n j u t a n 7 )

3
D e t a i l  L a n g k a h Pengurusan Periz inan Berusaha
P e l a k u U s a h a  N o n  U M K  O r a n g  P e r s e o r a n g a n

• Jika lokasi usaha yang dimohonkan tidak berada pada wilayah yang sudah memiliki 
RDTR atau bukan di Kawasan Industri/ KEK/ KPBPB atau tidak memenuhi kriteria
sebagaimana tercantum dalam isian terkait Pasal 181 PP 5/2021, maka sistem akan
mengirimkan notifikasi permohonan Persetujuan KKPR (PKKPR) kepada Kementerian 
ATR/Pemerintah Daerah sesuai kewenangan, sehingga status di sini tertulis “PKKPR 
dalam proses verifikasi” dan Pelaku Usaha perlu melalui proses Pemenuhan
Persyaratan pada menu yang sudah disediakan.

• Tahapan ini juga berlaku sama untuk lokasi usaha di Hutan dan Laut, dengan kondisi
berikut:
a) Untuk lokasi usaha di Hutan dimana memerlukan pemenuhan persyaratan dan 

verifikasi (Persetujuan Penggunaan/Pelepasan/Pemanfaatan/Konservasi 
Kawasan Hutan) oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (Jika 
memerlukan rekomendasi Gubernur, dapat diajukan ke OPD LHK Provinsi dan 
DPMPTSP Provinsi terlebih dahulu).

b) Khusus untuk KBLI Pemanfaatan Hutan, proses pemenuhan persetujuan lokasi 
hutan dilakukan bersamaan dengan pemenuhan persyaratan perizinan berusaha
oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

c) Untuk lokasi usaha di Laut dimana memerlukan pemenuhan persyaratan dan 
verifikasi (KKPR Laut) oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Catatan: Jika muncul Informasi ini, Anda perlu
memenuhi PNBP terlebih dahulu, berdasarkan SPS 
yang diterima untuk bisa melanjutkan proses 
permohonan Perizinan Berusaha.
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Alur Validasi KKPR Lokasi Daratan

Rencana Detail Tata 
Ruang (RDTR) STATUS KKPR 

“OK”

Rencana Tata 
Ruang Wilayah 

(RTRW)

KKKPR otomatis

Kondisi Pasal 181 
PP 5/2021, pasal
107 PP 21/2021 PKKPR otomatis

x

x
Proses Pertimbangan Teknis

(Pertek) di Kantor Pertanahan
(Kantah) dan

Penilaian Dokumen Usulan KKPR 
oleh Dinas yang membidangi Tata 

Ruang/ Kementerian ATR

Fiktif positif (> 20 Hari)
PKKPR

Penolakan

x

PERIZINAN 
BERUSAHA

Verifikasi Berdasarkan Kajian, 
Pertek, Forum sesuai

Kewenangan (ATR/BPN atau
DPMPTSP)

Pembayaran PNBP 
berdasarkan SPS

T a h a p P e n g i s i a n D a t a  U s a h a ( L a n j u t a n 8 )

3
D e t a i l  L a n g k a h Pengurusan Periz inan Berusaha
P e l a k u U s a h a  N o n  U M K  O r a n g  P e r s e o r a n g a n
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Alur Validasi KKPR Lokasi Perairan

T a h a p P e n g i s i a n D a t a  U s a h a ( L a n j u t a n 9 )

3
D e t a i l  L a n g k a h Pengurusan Periz inan Berusaha
P e l a k u U s a h a  N o n  U M K  O r a n g  P e r s e o r a n g a n

Isi Data Usaha:

- KBLI
- Nama perairan

- Provinsi
- Luas/Panjang
- Kedalaman

- Luas bangunan

- Upload koordinat

- Investasi

- TKI

- Kapasitas produksi

Pemenuhan Persyaratan:

1. Rencana Bangunan dan Instalasi
Laut

2. Informasi Pemanfaatan ruang laut
3. Data kondisi terkini dan sekitarnya

(ekosistem, hidrografi dan 
oseanografi)

Verifikasi

Penerbitan
Surat Perintah

Setor (SPS)

Pembayaran dan 
Upload Bukti 
Bayar PNBP

Proses Persetujuan dan 
Penerbitan

Terbit PKKPR Laut
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“Pipa tambak udang masuk ke dalam kategori

Pemanfaatan Ruang untuk Kegiatan yang Menetap di Laut

(Kegiatan Pemasangan Instalasi Perikanan Budidaya),

BUKAN termasuk kategori Pemanfaatan Ruang untuk Pipa

Bawah Laut”

Contohnya:

Perusahaan A memohonkan PKKPRL seluas 1 Ha, 

berdasarkan hasil penilaian disetujui 0,7 Ha maka

perusahaan A akan dikenakan tagihan PNBP sebesar

0,7 Ha x Rp.18.680.000 yaitu Rp. 13.076.000

Besaran PNBP PKKPRL
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T a h a p P e n g i s i a n D a t a  U s a h a ( L a n j u t a n 8 )

3
D e t a i l  L a n g k a h Pengurusan Periz inan Berusaha
P e l a k u U s a h a  N o n  U M K  O r a n g  P e r s e o r a n g a n

● Sistem akan menampilkan pertanyaan konfirmasi “Apakah sudah memiliki
Dokumen Persetujuan Lingkungan atas kegiatan ini?” yang harus Anda pilih:
a. Jika pilih Sudah, pilih jenis dokumen persetujuan lingkungan yang dimiliki.
b. Jika pilih Belum, lengkapi formulir parameter kewajiban persetujuan lingkungan

sesuai dengan kondisi pada kegiatan usaha terpilih.

● Klik tombol LANJUT.
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T a h a p P e n g i s i a n D a t a  U s a h a ( L a n j u t a n 9 )

3
D e t a i l  L a n g k a h Pengurusan Periz inan Berusaha
P e l a k u U s a h a  N o n  U M K  O r a n g  P e r s e o r a n g a n

• Sistem akan menampilkan berbagai macam Pernyataan Mandiri
berdasarkan UUCK Nomor 11 Tahun 2020 sesuai dengan data dan informasi
yang tersimpan sebelumnya.

• Baca, pahami, dan klik kotak centang/checkbox pada setiap Pernyataan
Mandiri yang tertera.

• Klik tombol LANJUT.
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T a h a p P e n g i s i a n D a t a  U s a h a ( L a n j u t a n 1 0 )

3
D e t a i l  L a n g k a h Pengurusan Periz inan Berusaha
P e l a k u U s a h a  N o n  U M K  O r a n g  P e r s e o r a n g a n

BisnisProses PenerbitanP e r s e t u j u a n L i n g k u n g a n
Usaha RisikoMenengahTinggi/Tinggi yang wajibUKL-UPL (Kewenangandaerah)

Isi Data Usaha

View Only

View Only

Verifikasi

Perbaikan
persyaratan/data 

usaha

Persetujuan
Lingkungan

Disetujui
SLA OPD : 2 HK

Perbaikan
SLA Pelaku
Usaha : 5 HK

Pelaku Usaha

Pengelola
Hak Akses

Unit Perizinan

OPD

Dengan metode upload dokumen berupa link dan terdapat tambahan elemen
data (nomor, tanggal, judul)

Catatan: alur ini berlaku saat OSS belum terintegrasi Amdalnet

Klik 1 : SLA OPD 5 HK
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T a h a p P e n g i s i a n D a t a  U s a h a ( L a n j u t a n 1 1 )

3
D e t a i l  L a n g k a h Pengurusan Periz inan Berusaha
P e l a k u U s a h a  N o n  U M K  O r a n g  P e r s e o r a n g a n

Isi Data Usaha

View Only

Verifikasi

Perbaikan
persyaratan/data usaha

Persetujuan
Lingkungan

Disetujui
SLA OPD :
UKL-UPL 2 HK
Amdal 10 HK

Perbaikan
SLA Pelaku Usaha :
UKL-UPL 10 HK
Amdal 30 HK

Pelaku Usaha

Pengelola Hak
Akses

Unit Perizinan

Dengan metode upload dokumen berupa link dan terdapat tambahan
elemen data (nomor, tanggal, judul)

Catatan: alur ini berlaku saat OSS belum terintegrasi Amdalnet

Klik 1 UKL-UPL
SLA OPD 5 HK

BisnisProses PenerbitanP e r s e t u j u a n L i n g k u n g a n
Usaha RisikoMenengahTinggi/Tinggi yang wajibUKL-UPL (KewenanganPusat)
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• Sistem akan menampilkan draf NIB, lalu k l ik k o t a k centang/checkbox.

• Kl ik tombol T E R B I T K A N P E R I Z I N A N B E R U S A H A .

4
D e t a i l  L a n g k a h Pengurusan Periz inan Berusaha
P e l a k u U s a h a  N o n  U M K  O r a n g  P e r s e o r a n g a n

T a h a p P e n e r b i t a n N I B
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T a h a p P e n e r b i t a n N I B  ( L a n j u t a n )

• Perizinan Berusaha telah terbit, meliputi:
1. NIB, klik tombol CETAK NIB (hanya untuk persiapan

usaha) ditambah:
a) Sertifikat Standar, untuk tingkat risiko Menengah

Tinggi.
b) Izin, untuk tingkat risiko Tinggi.

2. Pernyataan Mandiri, klik tulisan Cetak.
3. PKKPR, klik CETAK PKKPR
4. PKPLH/SKKL, klik CETAK PKPLH/SKKL (jika ada).

• Anda dapat melihat, mengunduh, dan mencetak
produk perizinan berusaha tersebut.

• Jika dokumen lingkungan yang dibutuhkan adalah
UKL-UPL atau Amdal, maka lakukan pemenuhan
persyaratan dokumen lingkungan terlebih dahulu
ke instansi yang berwenang.

• Setelah melalui proses persetujuan persyaratan dasar, 
untuk mendapatkan Sertifikat Standar dan Izin
yang terverifikasi, maka lakukan pemenuhan
persyaratan perizinan berusaha dengan:
a) Klik tulisan “di sini”, atau
b) Pilih Menu Pemenuhan Persyaratan.

4
D e t a i l  L a n g k a h Pengurusan Periz inan Berusaha
P e l a k u U s a h a  N o n  U M K  O r a n g  P e r s e o r a n g a n

TinggiBesar

6

Menengah

03245
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T a h a p P e m e n u h a n P e r s y a r a t a n

5
D e t a i l  L a n g k a h Pengurusan Periz inan Berusaha
P e l a k u U s a h a  N o n  U M K  O r a n g  P e r s e o r a n g a n
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T a h a p P e m e n u h a n P e r s y a r a t a n

5
D e t a i l  L a n g k a h Pengurusan Periz inan Berusaha
P e l a k u U s a h a  N o n  U M K  O r a n g  P e r s e o r a n g a n

● Klik tombol Proses Pemenuhan
Persyaratan Izin. Untuk tingkat 
risiko Menengah Tinggi, muncul
tombol ‘Proses Pemenuhan
Standar Usaha’.
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T a h a p P e m e n u h a n P e r s y a r a t a n

5
D e t a i l  L a n g k a h Pengurusan Periz inan Berusaha
P e l a k u U s a h a  N o n  U M K  O r a n g  P e r s e o r a n g a n

Klik tombol Pilih Dokumen
dan unggah dokumen yang
sesuai. (Ukuran maksimal dokumen
yaitu 5 MB, dengan format
jenis dokumen PDF)

● Isi kolom Catatan sebagai
catatan/keterangan tambahan
untuk Instansi terkait yang
berwenang. (opsional)
● Klik kotak centang/checkbox
pada disclaimer yang tertera.
● Klik tombol LANJUT.
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T a h a p P e m e n u h a n P e r s y a r a t a n

5
D e t a i l  L a n g k a h Pengurusan Periz inan Berusaha
P e l a k u U s a h a  N o n  U M K  O r a n g  P e r s e o r a n g a n

Status pemenuhan setelah
diverifikasi dan disetujui oleh 
Instansi berwenang terkait, sehingga
perizinan berusaha telah terbit.
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P e r i z i n a n B e r u s a h a t e l a h terbit ( C o n t o h C e t a k a n N IB )
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P e r i z i n a n B e r u s a h a t e l a h terbit ( C o n t o h C e t a k a n S e rt i f i k at S t a n d ar )
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Perizinan Berusaha untuk
Menunjang Kegiatan Usaha

IV

• CBIB
• IUPTLS
• IPSDA

LAMPIRAN
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Perizinan Berusaha
Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU)

• Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha adalah
legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk menunjang
kegiatan usaha (PP No. 5 Tahun 2021 Bab 1 Pasal 1)

• Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha mencakup
standar usaha dan/atau standar produk yang dapat diajukan
sebelum atau sesudah tahap operasional dan/atau komersial sesuai
dengan ketentuan kementerian/Lembaga (Peraturan BKPM No. 4 Tahun

2021 Bab 2 Pasal 8)
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Sertifikat
Cara Budidaya Ikan Yang Baik

(CBIB)

LAMPIRAN
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T a h a p P e n g a j u a n P B  U M K U

6
D e t a i l  L a n g k a h Pengurusan Periz inan Berusaha
P e l a k u U s a h a  N o n  U M K

• Pada akun Pelaku Usaha Pilih Menu PB 
UMKU > Permohonan Baru. 

• Akan muncul tabel Daftar Kegiatan
Usaha yang berisi daftar kegiatan
usaha sesuai NIB dan dapat digunakan
untuk mengajukan PB UMKU.

• Klik tombol Proses Perizinan Berusaha
UMKU pada bagian bawah data 
kegiatan usaha yang akan diajukan PB-
UMKU nya. 
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T a h a p P e n g a j u a n P B  U M K U ( L a n j u t a n  1 )

6
D e t a i l  L a n g k a h Pengurusan Periz inan Berusaha

• Klik tombol Ajukan Perizinan Berusaha UMKU 

P e l a k u U s a h a  N o n  U M K
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T a h a p P e n g a j u a n P B  U M K U ( L a n j u t a n  2 )

6
D e t a i l  L a n g k a h Pengurusan Periz inan Berusaha

• Pilih Sertifikat Cara Budidaya
Ikan yang Baik sebagai PB 
UMKU yang diajukan. 

• Pada Menu Deskrispi Kegiatan
Usaha Pilih Seluruh. 

• Klik tombol Pilih Dokumen dan 
unggah dokumen yang sesuai. 
(Ukuran maksimal dokumen yaitu 5 MB, 
dengan format jenis dokumen PDF).

• Klik tombol LANJUT.

P e l a k u U s a h a  N o n  U M K
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T a h a p P e n g a j u a n P B  U M K U ( L a n j u t a n  3 )

6
D e t a i l  L a n g k a h Pengurusan Periz inan Berusaha

• Pada halaman utama Daftar PB UMKU atas KBLI 03254 akan muncul ID izin
pengajuan PB UMKU yang diajukan, status izin dan status permohonan. 

• Saat Izin sudah selesai diverifikasi dan sudah terbit maka Status Izin akan
berubah menjadi Izin Terbit dan dokumen PB UMKU CBIB akan dapat diunduh. 

P e l a k u U s a h a  N o n  U M K
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Izin Usaha Penyediaan Tenaga 
Listrik untuk kepentingan Sendiri

(IUPTLS)

LAMPIRAN
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Tata Cara Permohonan dan Penetapan Izin Usaha Penyediaan 
Tenaga Listrik untuk Kepentingan Sendiri (IUPTLS)

IUPTL untuk Kepentingan Sendiri adalah

izin untuk usaha penyediaan tenaga

listrik untuk kepentingan sendiri dengan

total kapasitas pembangkit tenaga listrik

lebih dari 500 kW dalam 1 (satu) sistem

instalasi tenaga listrik

Telah memiliki :

NIB (Nomor Induk Berusaha) sesuai kegiatan 

usaha utama (core business).

Persyaratan IUPTL untuk Kepentingan Sendiri:
Kajian Teknis, dengan ketentuan dokumen
(berbahasa Indonesia) berisi:
a. analisis kebutuhan tenaga listrik;
b. lokasi instalasi termasuk tata letak (gambar

situasi)
c. diagram satu garis;
d. jenis dan kapasitas Instalasi Penyediaan

Tenaga Listrik;
e. jadwal pembangunan; dan
f. jadwal pengoperasian

Badan usaha mengajukan 
permohonan IUPTLS melalui 
Sistem OSS PBBR (oss.go.id)

Ditjen Gatrik KESDM 
melakukan verifikasi persyaratan 

teknis
(komitmen Izin Usaha)

LENGKAP
& SESUAI

?

PEMOHON

TIDAK

Y
A

Penerbitan 
IUPTLS

5 Hari 
Kerja

NIB
(Nomor Induk Berusaha)

Penolakan

Surat Pemenuhan Komitmen

Permohonan IUPTLS dilakukan melalui Sistem OSS Perizinan Berusaha

Berbasis Risiko (www.oss.go.id) pada menu UMKU

IUPTLS
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Tata Cara Permohonan dan Penetapan Izin Usaha Penyediaan Tenaga 
Listrik untuk Kepentingan Sendiri (IUPTLS)

• Pada akun Pelaku Usaha Pilih Menu PB 
UMKU > Permohonan Baru. 

• Akan muncul tabel Daftar Kegiatan
Usaha yang berisi daftar kegiatan
usaha sesuai NIB dan dapat digunakan
untuk mengajukan PB UMKU.

• Klik tombol Proses Perizinan Berusaha
UMKU pada bagian bawah data 
kegiatan usaha yang akan diajukan PB-
UMKU nya. 

Tahap 1:
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• Pilih Ajukan
Perizinan
Berusaha UMKU

• Jika perizinan
UMKU yang dicari
tidak terdapat
pada list yang 
muncul, pilih “Ya” 
pada pertanyaan
Perizinan UMKU 
lainnya

Tata Cara Permohonan dan Penetapan Izin Izin Usaha Penyediaan
Tenaga Listrik untuk Kepentingan Sendiri (IUPTLS)
Tahap 2:
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• Cari dan Pilih
IUPTLS 

• Pilih salah 1 
deskripsi
kegiatan usaha
yang sesuai

• Upload 
dokumen yang 
menjadi
persyaratan
dalam bentuk
file PDF lalu
pilih “Lanjut”

Tata Cara Permohonan dan Penetapan Izin Izin Usaha Penyediaan
Tenaga Listrik untuk Kepentingan Sendiri (IUPTLS)

Tahap 3:
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• Pada halaman utama Daftar PB UMKU atas KBLI 03254 akan muncul ID izin pengajuan PB 
UMKU yang diajukan, status izin dan status permohonan. 

• Saat Izin sudah selesai diverifikasi dan sudah terbit maka Status Izin akan berubah menjadi
Izin Terbit dan dokumen PB UMKU CBIB akan dapat diunduh. 

Tata Cara Permohonan dan Penetapan Izin Izin Usaha Penyediaan
Tenaga Listrik untuk Kepentingan Sendiri (IUPTLS)

Tahap 4:
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Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2021, Pasal 95

1 Memenuhi komitmen prasarana dasar sesuai dengan kebutuhan usaha diantaranya:

1. Analisis Dampak Lingkungan;

2. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;

3. Persetujuan Bangunan Gedung; dan

4. Sertifikat Laik Fungsi;

2 Memiliki Sertifikat Laik Operasi untuk instalasi yang akan dioperasikan

3 Memiliki Sertifikat Kompetensi untuk pengoperasian yang dilakukan oleh tenaga teknik

4 Menggunakan peralatan yang memenuhi SNI yang diberlakukan wajib; dan

5 Menyampaikan laporan pelaksanaan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan umum secara 

berkala setiap bulan Januari kepada Menteri melalui Direktur Jenderal atau gubernur sesuai dengan

kewenangannya.  

6 IUPTLS wajib diubah apabila terdapat perubahan (Pasal 41):

a. Peruntukan (utama / darurat / cadangan / sementara);

b. Kapasitas Instalasi Tenaga Listrik;

Pemegang IUPTLS wajib:
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Izin Pengusahaan Sumber Daya Air 
(IPSDA)

LAMPIRAN
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ONLINE: perizinanSDA.pu.go.idONLINE: rekomtek.pdsda.online
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Tata Cara Permohonan dan Penetapan Izin Pengusahaan
Sumber Daya Air (IPSDA)

• Pada akun Pelaku Usaha Pilih Menu PB 
UMKU > Permohonan Baru. 

• Akan muncul tabel Daftar Kegiatan
Usaha yang berisi daftar kegiatan
usaha sesuai NIB dan dapat digunakan
untuk mengajukan PB UMKU.

• Klik tombol Proses Perizinan Berusaha
UMKU pada bagian bawah data 
kegiatan usaha yang akan diajukan PB-
UMKU nya. 
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Tata Cara Permohonan dan Penetapan Izin Pengusahaan
Sumber Daya Air (IPSDA)

• Pilih Ajukan
Perizinan
Berusaha UMKU

• Jika perizinan
UMKU yang 
dicari tidak
terdapat pada 
list yang muncul, 
pilih “Ya” pada 
pertanyaan
Perizinan UMKU 
lainnya

Tahap 1:
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Tahap 2:

Tata Cara Permohonan dan Penetapan Izin Pengusahaan
Sumber Daya Air (IPSDA)

• Pilih IPSDA sesuai
kewenangan dan 
upload dokumen
yang diperlukan
dalam format PDF

• Pilih “Lanjut” jika
semua dokumen
telah diupload
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Tata Cara Permohonan dan Penetapan Izin Pengusahaan
Sumber Daya Air (IPSDA)

• Pada halaman utama Daftar PB UMKU akan muncul ID izin pengajuan PB UMKU 
yang diajukan, status izin dan status permohonan. 

• Saat Izin sudah selesai diverifikasi dan sudah terbit maka Status Izin akan berubah
menjadi Izin Terbit dan dokumen PB UMKU CBIB akan dapat diunduh. 

Tahap 3:
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Kementerian/ Lembaga yang Terkait



Bahan Ini Dapat Diunduh Melalui

https://maritim.go.id/pdf/buku-panduan-perizinan-tambak











Kelompok Kerja Nasional
Peningkatan Produksi Industri Udang

Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim
Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi

Jalan MH. Thamrin 8 Jakarta Pusat


